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PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Tar

I\ P\ T »

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan /

Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. - , NIK -mmmemeee , tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 12
Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ---------- ,
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Pemohon [;

2. , NIK , tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 02 Juli 1978,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di ---------- , Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tarakan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Tar tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
menurut agama lIslam pada tanggal 12 Januari 2000 di Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan
wali nikah bernama ---------- (Ayah Kandung Pemohon Il) dihadapan
penghulu kampung bernama Sulaiman. Pernikahan tersebut juga dihadiri
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oleh dua orang saksi nikah yaitu ---------- , usia 30 tahun agama Islam dan
—————————— , usia 23 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat
alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak menikah secara resmi di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena
Pemohon | masih terikat perkawinan sebelumnya;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | adalah Duda tanpa akta
cerai dalam usia 27 tahun dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia
22 tahun; (Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | masih
berstatus terikat dengan perkawinan yang terdahulu, belum bercerai
secara resmi, namun telah berpisah lama dengan istri terdahulu, dan saat
ini istri dari Pemohon | telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober
2014);

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak
bernama;

—————————— , Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 29 November 2001;
—————————— , Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 06 November 2003;
—————————— , Tempat, Tanggal Lahir di Tarakan, 02 Februari 2009;
—————————— , Tempat, Tanggal Lahir di Tarakan, 13 Mei 2016;

Bahwa, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam dan
tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat
secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon |
dan Pemohon Il membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari
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Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk
mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cg.Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (---------- ) dengan
Pemohon Il (---------- ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2000 di
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan
Utara,

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon II untuk menyampaikan
Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan
Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon |l yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan
keterangan sebagai berikut:

1. Wali dari perkawinan di bawah tangan adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama ---------- ;
2. Wali mewakilkan perkawinan tersebut kepada

Penghulu, penghulu kampung bernama Sulaiman, dan dilakukan

dengan tata cara Islam;

3. Saksi yang ditunjuk dalam perkawinan adalah ----------

4, Mahar perkawinan tersebut berupa Seperangkat alat

sholat dibayar tunai;
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5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon | berstatus
masih terikat perkawinan dengan ---------- dan Pemohon Il berstatus
Perawan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il untuk membuktikan dalil-dalilnya,
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---------- antara
---------- dengan ---------- tanggal 5 Desember 1996 yang

diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Timur, bermeterai
cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).

2. Fotokopi Akta Kematian Nomor ---------- tanggal 11
September 2023 atas nama ---------- oleh Pejabat Pencatatan Sipil
Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos,
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua
Majelis diberi tanda (P.2).

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menyampaikan kesimpulan

yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan
akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada 12 Januari
2000 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah penghulu

kampung bernama Sulaiman; didampingi wali nikah ayah kandung
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Pemohon Il bernama ---------- ; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang
bernama ---------- dan ---------- ; dengan mahar Seperangkat alat sholat
dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut

disahkan dan diakui negara.

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan
Pasal 283 RBg, Pemohon | dan Pemohon Il yang mendalilkan sesuatu harus
membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang
diriwayatkan oleh Al-Baihagi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4
Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam Penetapan
ini;
Ul (Lo alll Jsios 8l lagiz alll cuns gulie o3l 2
I, 39 381523 Gullll ki 31" 0B plws aile
oeedlls w3l Gl &l ST 3850a25 035 Jlssl
"S5 oe L2
Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika
seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara
tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi
bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang
mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang

menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,

Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2), masing-masing
alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh
karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
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Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima
dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal
1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima
dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap yang secara materiil menerangkan
bahwa Pemohon | terikat perkawinan dengan wanita lain sejak tahun 1996 dan
belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal
1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima
dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap yang secara materiil menerangkan

bahwa status Pemohon | berstatus cerai mati sejak tanggal 24 Oktober 2014;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-
bukti di persidangan ditemukan feitelijke ground ‘fakta peristiwa’ sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan
akad nikah di bawah tangan pada 12 Januari 2000 di Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tata cara Islam;

2. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon |
adalah masih terikat perkawinan dengan ---------- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan rechterlijke ground ‘fakta hukum’ sebagai berikut:
Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah
yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a)
adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta
Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1
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Tahun 1974. Sehingga perkara in casu telah memenuhi alasan terbatas
tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
Tentang poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, rukun
perkawinan (a) calon suami dan (b) calon istri dalam pernikahan di bawah
tangan antara Pemohon | dan Pemohon Il adalah mereka yang memiliki
halangan perkawinan, hal mana terhadap ketentuan (a) calon suami, Pemohon
I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dengannya Pemohon | telah
melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan telah menyalahi aturan Pasal 3
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 56
Kompilasi Hukum Islam (KHI); sehingga Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak terpenuhi. Sesuai dengan
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor
03 / 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa
“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan
alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk
menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”
Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim
berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan
alasan permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah tidak terpenuhi,
hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan dari Pemohon | dan Pemohon Il tidak

memenuhi syarat dan rukun sehingga sesuai dengan kaidah fikih berikut:
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Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara
detail / spesifik (ta'yin), maka kesalahan dalam menentukannya akan
membatalkan (batal demi hukum)

petitum angka (1), angka (2) dan angka (3) permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il harus ditolak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada
perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.
Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan
MENETAPKAN
1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon li;
2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon I
untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus

sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3
Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur
Rahmawati, S.H.l., M.H.l. dan Nur Triyono, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H.
Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon | dan
Pemohon II.

Ketua Majelis,
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., Nur Triyono, S.H.l., M.H.
M.H.L

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP Rp. 60.000,00
2

o RP. 75.000,00

roses

P Rp. 450.000,00
anggi

lan
4. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)
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